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Abstract  

This research will discuss in more depth the analysis of the quality of public services at the Hamparan 

Rawang Subdistrict Office, Sungai Banyak City, Jambi Province. This research aims to analyze the 

quality of public services in Hamparan Rawang District, Sungai Banyak City, Jambi Province, to analyze 

the supporting and inhibiting factors of public services in Hamparan Rawang District, Sungai Full City, 

Jambi Province, and to analyze efforts to improve the quality of public services in the Hamparan Rawang 

District Head Office, Sungaiplain City. Full Jambi Province. This research uses a descriptive qualitative 

research method, which is research aimed at describing and describing events and phenomena that occur 

in the field and presenting data systematically, factually and accurately regarding facts or phenomena that 

occur in the field. The data collection techniques used in this research were interviews, observation and 

documentation. The theory that will be used in this research focuses on public services, elements of public 

services, principles of public services, principles of public services, and public service standards set at the 

Hamparan Rawang sub-district office.  

 

Keywords:  Quality of Public Services, Hamparan Rawang District, Public Servise. 

 

Abstrak 

Penelitian ini akan membahas lebih mendalam terkait Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Kantor 

Camat Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kualitas pelayanan publik di Kecamatan  Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi 

Jambi, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Kecamatan Hamparan 

Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan untuk menganalisis upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di Kantor Camat Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh  Provinsi Jambi. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian bertujuan untuk 

menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan 

menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena 

yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teori yang akan di gunakan pada penelitian ini yaitu 

berfokus pada pelayanan publik, unsur-unsur pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik, asas-

asas pelayanan publik, dan standar pelayanan publik yang di tetapkan di kantor camat Hamparan Rawang. 

 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Kecamatan Hamparan Rawang, Pelayanan publik.
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PENDAHULUAN 

Pelayanan publik merupakan tugas utama yang 

dilakukan oleh pemerintah melalui para pegawainya. 

Pekerjaan ini secara jelas dijelaskan dalam pembukaan 

UUD 1945, pada alinea keempat. Alinea ini mencakup 

empat cara penting pemerintah membantu masyarakat. Hal 

ini termasuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan 

kesejahteraan setiap orang, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan membantu menciptakan dunia yang merdeka, 

damai, dan adil. Setiap warga negara mengharapkan tata 

kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan publik yang 

berkualitas tinggi akan membantu menciptakan masyarakat 

yang teratur dan sukses. Keberlangsungan kehidupan 

masyarakat yang makmur menjadi salah satu indikator 

keberhasilan sistem pemerintahan yang dijalankan (RI 

1945) 

Memberikan pelayanan yang baik adalah hal yang 

sangat penting bagi sebuah instansi pemerintah. Ini adalah 

hal yang paling penting untuk dipikirkan ketika 

membangun hubungan dengan masyarakat. Layanan adalah 

inti dari sebuah instansi pemerintah. Alasan lembaga 

pemerintah ada adalah untuk menawarkan layanan yang 

lebih baik, terutama kantor-kantor lokal, karena mereka 

paling dekat dengan masyarakat(Veranita and Darmawan 

2021).Sejalan dengan itu, Undang- Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa 

pemerintah harus melayani setiap warga negara dan 

penduduk agar mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi 

hak dan kebutuhannya. Sejalan dengan amanat UUD 1945, 

untuk membangun kepercayaan terhadap pelayanan publik, 

maka pelayanan tersebut harus memenuhi harapan dan 

kebutuhan masyarakat sehingga kualitas pelayanan 

meningkat (Margareth 2017) 

Kualitas pelayanan publik merupakan refleksi dari 

kinerja organisasi pemerintah yang berkaitan dengan 

fungsinya sebagai pelayan masyarakat, sekaligus menjadi 

tolok ukur dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Oleh 

karena itu, kualitas pelayanan publik perlu terus 

ditingkatkan seiring dengan dinamika kebutuhan 

masyarakat yang semakin dinamis dari waktu ke waktu. 

Dalam menilai kualitas tersebut, terdapat lima indikator 

utama berdasarkan teori ServQual yang dapat digunakan, 

yaitu tangibles (berwujud), reliability (keandalan), 

responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), dan 

empathy (empati).(Bone 2024) 

Pelayanan kepada masyarakat merupakan aspek 

krusial dalam implementasi pelayanan publik, di mana 

setiap individu harus dilayani secara optimal mencakup 

etika birokrasi, kualitas layanan, hingga pencapaian 

kepuasan masyarakat. Sebagai bentuk jasa pelayanan yang 

menjadi tanggung jawab instansi pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan publik, pelayanan publik wajib 

berpedoman pada prinsip-prinsip kesederhanaan, kejelasan, 

kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan tanggung jawab. 

Selain itu, aspek kelengkapan sarana prasarana, kemudahan 

akses, serta kedisiplinan dan keramahan petugas juga 

menjadi standar mutlak yang harus dipenuhi, mengingat 

peningkatan kualitas pelayanan publik telah menjadi 

tuntutan utama di tengah masyarakat. 

Kualitas pelayanan merupakan pilar fundamental 

dalam manajemen jasa yang mengintegrasikan interaksi 

antara pelanggan, karakteristik layanan, serta efisiensi 

proses penyampaiannya. Dalam diskursus pelayanan publik 

dan pemasaran, model SERVQUAL yang dirumuskan oleh 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Bone 2024)menjadi 

instrumen evaluasi yang paling representatif. Model ini 

menitikberatkan pada analisis komparatif antara persepsi 

aktual yang dirasakan konsumen terhadap layanan dengan 

standar harapan yang mereka tetapkan. Secara konseptual, 

ekspektasi tersebut dikonstruksi oleh akumulasi 

pengalaman masa lalu, kebutuhan personal yang spesifik, 

rekomendasi interpersonal (word of mouth), serta janji-janji 

yang disampaikan melalui komunikasi eksternal organisasi. 

Alur pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada 

fenomena kualitas pelayanan publik di Kantor Camat 

Hamparan Rawang yang diindikasikan belum mencapai 

titik optimal. Premis ini diperkuat oleh hasil sintesis 

literatur serta temuan dari penelitian terdahulu yang 

menunjukkan adanya celah antara standar pelayanan 

dengan realitas di lapangan. Sebagai alat analisis untuk 

membedah persoalan tersebut, penelitian ini mengadopsi 

teori SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry sebagai kerangka konseptual utama. 

Melalui metode studi kepustakaan, kualitas pelayanan 

di lokasi penelitian dievaluasi secara komprehensif 

menggunakan lima parameter dimensional, yakni: 

1. Reliability (Keandalan): Meninjau konsistensi dan 

akurasi aparat kecamatan dalam penyelenggaraan 

layanan. 

2. Responsiveness (Daya Tanggap): Mengukur 

tingkat kesigapan dan proaktifitas staf dalam 

merespons kebutuhan masyarakat. 

3. Assurance (Jaminan): Menilai kapabilitas, 

keramahtamahan, dan kredibilitas pegawai dalam 

menumbuhkan kepercayaan publik. 

4. Empathy (Empati): Menganalisis kedekatan 

komunikasi dan perhatian personal yang diberikan 

kepada warga selaku pengguna jasa. 

5. Tangibles (Bukti Fisik): Mengevaluasi kualitas 

infrastruktur, fasilitas pendukung, serta kelayakan 

sarana prasarana di kantor camat. 

Integrasi kelima dimensi ini diharapkan mampu 

menghasilkan potret konseptual yang utuh mengenai sejauh 

mana efektivitas dan kualitas pelayanan publik di Kantor 

Camat Hamparan Rawang, yang pada akhirnya dapat 

menjadi basis rekomendasi perbaikan kualitas di masa 

mendatang.(Bone 2024) 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2014, semua penyelenggara pelayanan publik 

harus membuat, menetapkan, dan menggunakan Standar 

Pelayanan.  Mereka  juga  harus  membuat  Maklumat  

Pelayanan,  dengan 

memperhatikan apa yang dapat mereka lakukan, apa 

yang dibutuhkan masyarakat, dan lingkungan. Hal ini 

sangat penting untuk memberikan pelayanan yang sesuai 
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dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, 

sering kali masyarakat merasakan bahwa kualitas layanan, 

bahkan yang dianggap minimum, masih jauh dari harapan 

mereka(Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 2014). Seiring dengan itu, salah satu 

fokus perhatian utama adalah pelayanan publik sangat 

penting, terutama seberapa baik layanan yang diberikan 

oleh pejabat pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah, 

sebagai pihak yang menyediakan layanan ini, perlu 

memastikan bahwa layanan tersebut cukup baik.  

 Selain itu, sekarang daerah memiliki lebih banyak 

kemandirian, semakin menantang untuk meningkatkan 

kualitas layanan dari pejabat pemerintah, seiring dengan 

semakin tingginya tuntutan masyarakat. Seberapa baik 

orang melakukan pekerjaan mereka sangat membantu 

organisasi mencapai tujuannya. Semakin baik orang 

melakukan tugasnya, semakin sukses organisasi tersebut. 

Jadi, semua organisasi harus membantu karyawannya untuk 

meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini dapat dicapai 

dengan memanfaatkan pendidikan dan pelatihan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Hal ini akan memungkinkan para 

pekerja untuk meningkatkan kemampuan mereka. 

Kecamatan merupakan salah satu unit penyelenggara 

pemerintahan yang berperan penting dalam memberikan 

pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai bagian 

dari perangkat pemerintah daerah, kecamatan berfungsi 

membantu tugas kelurahan dan desa, sekaligus menjadi 

ujung tombak pelayanan publik di tingkat lokal. Karena 

posisinya yang strategis, kecamatan dituntut untuk terus 

meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance).Untuk 

mencapai hal tersebut, seluruh pegawai kecamatan perlu 

memiliki kesamaan tujuan, pemahaman, dan pandangan 

dalam menjalankan tugas- tugas manajerial maupun 

operasional di berbagai bidang. Kolaborasi internal yang 

solid akan mendorong terciptanya pelayanan yang lebih 

efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat.Dalam konteks pelayanan publik, pihak yang 

disebut sebagai penyedia layanan mencakup seluruh bagian 

dari institusi pemerintah, perusahaan, maupun organisasi 

independen yang dibentuk berdasarkan hukum untuk 

menyediakan layanan kepada masyarakat. Salah satu 

institusi pemerintah yang memberikan pelayanan publik 

tersebut adalah Kantor Kecamatan Hamparan Rawang. 

Kantor kecamatan ini menyelenggarakan berbagai jenis 

layanan administrasi dan kemasyarakatan bagi warga di 

wilayahnya. Tabel berikut memberikan gambaran umum 

mengenai jenis-jenis layanan yang disediakan oleh Kantor 

Camat Hamparan Rawang. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan 

yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, maupun 

pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

(Republik Indonesia, 2009). 

Pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama 

pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya diukur dari 

kemampuan merumuskan kebijakan, tetapi juga dari 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap pemerintah serta mendukung terciptanya 

tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel 

(Hardiyansyah, 2018). 

Dalam penyelenggaraannya, pelayanan publik harus 

berlandaskan pada asas kepentingan umum, kepastian 

hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, 

profesionalisme, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, 

ketepatan waktu, serta kecepatan dan kemudahan 

pelayanan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi 

instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan 

yang berkualitas kepada masyarakat (Republik Indonesia, 

2009). 

 

Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik merupakan tingkat 

kemampuan suatu organisasi dalam memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Kualitas pelayanan menjadi indikator penting dalam 

mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik 

karena berkaitan langsung dengan tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap layanan yang diterima. 

Menurut Tjiptono (2019), kualitas pelayanan 

merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Dalam konteks sektor 

publik, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai 

kemampuan aparatur pemerintah dalam memberikan 

pelayanan secara efektif, efisien, cepat, tepat, dan 

transparan kepada masyarakat. 

Kualitas pelayanan yang baik akan menghasilkan 

kepuasan masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap 

pemerintah, serta memperkuat legitimasi institusi publik. 

Sebaliknya, kualitas pelayanan yang rendah dapat 

menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, menurunkan 

tingkat kepercayaan publik, dan menghambat tercapainya 

tujuan organisasi pemerintah (Sinambela, 2016). 

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian 

penting dari reformasi birokrasi yang bertujuan 

menciptakan pelayanan yang lebih profesional, transparan, 

dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena 

itu, setiap instansi pemerintah dituntut untuk melakukan 

evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan. 

 

Teori SERVQUAL 

Teori SERVQUAL (Service Quality) dikembangkan 

oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry sebagai model 

untuk mengukur kualitas pelayanan berdasarkan 
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kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi mereka 

terhadap pelayanan yang diterima. Model ini banyak 

digunakan dalam penelitian pelayanan publik maupun 

sektor jasa karena mampu menggambarkan kualitas 

pelayanan secara komprehensif (Parasuraman et al., 1988). 

Menurut Parasuraman et al. (1988), kualitas pelayanan 

dapat diukur melalui lima dimensi utama yang dikenal 

sebagai SERVQUAL, yaitu tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy. Kelima dimensi 

tersebut menjadi indikator yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu 

organisasi. 

Model SERVQUAL menekankan bahwa kualitas 

pelayanan yang baik terjadi ketika pelayanan yang diterima 

masyarakat mampu memenuhi atau bahkan melampaui 

harapan mereka. Sebaliknya, apabila pelayanan yang 

diterima berada di bawah harapan masyarakat, maka 

kualitas pelayanan dinilai rendah. 

Dalam penelitian pelayanan publik, teori SERVQUAL 

sering digunakan sebagai kerangka analisis untuk 

mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan layanan yang 

diberikan oleh instansi pemerintah sehingga dapat menjadi 

dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan pelayanan. 

 

Dimensi Kulitas Pelayanan SERVQUAL 

1. Tangibles (Bukti Fisik) 

Tangibles merupakan dimensi yang berkaitan dengan 

penampilan fisik fasilitas pelayanan, peralatan yang 

digunakan, sarana dan prasarana pendukung, serta 

penampilan pegawai dalam memberikan pelayanan. 

Fasilitas yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi 

masyarakat dan menciptakan kesan positif terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan (Parasuraman et al., 1988). 

Dalam konteks pelayanan di kantor kecamatan, aspek 

tangibles dapat dilihat dari kondisi ruang pelayanan, 

ketersediaan tempat duduk, kebersihan lingkungan kantor, 

kelengkapan peralatan administrasi, papan informasi, serta 

teknologi pendukung pelayanan. 

2. Reliability (Keandalan) 

Reliability merupakan kemampuan penyelenggara 

pelayanan dalam memberikan layanan secara akurat, 

konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan. Keandalan menunjukkan sejauh mana 

aparatur pemerintah mampu memenuhi janji pelayanan 

kepada masyarakat (Parasuraman et al., 1988). 

Indikator reliability meliputi ketepatan waktu 

penyelesaian layanan, ketelitian pegawai dalam memproses 

administrasi, serta kemampuan memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan standar operasional prosedur. 

3. Responsiveness (Daya Tanggap) 

Responsiveness adalah kesediaan dan kemampuan 

pegawai dalam membantu masyarakat serta memberikan 

pelayanan dengan cepat dan tanggap. Daya tanggap 

menunjukkan tingkat kepedulian pegawai terhadap 

kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

(Parasuraman et al., 1988). 

Pelayanan yang responsif ditandai dengan kecepatan 

petugas dalam melayani masyarakat, kesigapan dalam 

menangani keluhan, serta kemampuan memberikan 

informasi yang jelas dan mudah dipahami. 

4. Assurance (Jaminan) 

Assurance berkaitan dengan pengetahuan, 

kompetensi, kesopanan, serta kemampuan pegawai dalam 

memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada 

masyarakat. Dimensi ini sangat penting karena 

berhubungan dengan tingkat keyakinan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan (Parasuraman et 

al., 1988). 

Dalam pelayanan publik, assurance dapat dilihat dari 

kemampuan pegawai menjelaskan prosedur pelayanan, 

sikap sopan santun, integritas, serta kepastian biaya dan 

waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

5. Empathy (Empati) 

Empathy merupakan perhatian yang diberikan secara 

individual kepada masyarakat dengan memahami 

kebutuhan dan kondisi mereka. Empati mencerminkan 

kemampuan pegawai untuk menjalin komunikasi yang baik 

dan memberikan pelayanan yang ramah serta tidak 

diskriminatif (Parasuraman et al., 1988). 

Pelayanan yang berorientasi pada empati ditunjukkan 

melalui sikap ramah, kesediaan mendengarkan keluhan 

masyarakat, kemudahan berkomunikasi, serta perlakuan 

yang adil kepada seluruh pengguna layanan. 

 

Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik 

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang 

memiliki tugas membantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang 

bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui 

sekretaris daerah (Republik Indonesia, 2014). 

Sebagai unit pemerintahan yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat, kecamatan memiliki peran 

strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Berbagai layanan administrasi kependudukan, rekomendasi 

perizinan, surat keterangan, serta pelayanan sosial 

kemasyarakatan dilaksanakan melalui kantor kecamatan. 

Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

kecamatan menjadi salah satu indikator keberhasilan 

pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, 

kecamatan harus menerapkan prinsip-prinsip good 

governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, 

efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip-

prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap 

pemerintah daerah. 

 

Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan teori SERVQUAL yang 

dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

sebagai dasar analisis kualitas pelayanan publik di Kantor 

Camat Hamparan Rawang. Kualitas pelayanan publik 

diukur melalui lima dimensi utama, yaitu Tangibles (bukti 
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fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya 

tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati). 

 

 
Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 

Kelima dimensi tersebut digunakan untuk 

menganalisis sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh 

Kantor Camat Hamparan Rawang telah memenuhi 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Semakin baik 

penerapan kelima dimensi tersebut, maka semakin tinggi 

kualitas pelayanan publik yang diberikan. Sebaliknya, 

apabila terdapat kelemahan pada salah satu dimensi, maka 

kualitas pelayanan secara keseluruhan dapat menurun dan 

berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih 

karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam 

mengenai fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan 

kondisi yang sebenarnya. Metode deskriptif digunakan 

untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan di 

Kantor Camat Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. 

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami 

berbagai fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pelayanan publik berdasarkan perspektif aparatur 

pemerintah maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi sehingga mampu memberikan gambaran 

yang komprehensif mengenai kualitas pelayanan publik 

yang diteliti. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara 

langsung dari sumber utama penelitian melalui observasi 

lapangan, wawancara dengan informan, serta pencatatan 

berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan publik 

di Kantor Camat Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. 

Data primer tersebut mencakup informasi mengenai proses 

pelayanan, perilaku aparatur pelayanan, serta tanggapan 

masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. 

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai 

sumber pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan 

perundang-undangan, dokumen resmi instansi, laporan 

kegiatan, serta referensi lain yang relevan dengan 

penelitian. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan 

untuk memperkuat hasil penelitian melalui proses 

triangulasi sumber data. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

berasal dari hasil penelitian langsung di Kantor Camat 

Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh melalui interaksi 

dengan informan yang terlibat dalam penyelenggaraan 

maupun penerimaan pelayanan publik. Adapun sumber data 

sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen 

yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, baik 

berupa buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, maupun 

dokumen administrasi yang tersedia pada instansi terkait. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati 

secara langsung proses pelayanan publik yang berlangsung 

di Kantor Camat Hamparan Rawang. Melalui observasi, 

peneliti memperoleh informasi mengenai mekanisme 

pelayanan, kondisi fasilitas pelayanan, interaksi antara 

pegawai dan masyarakat, serta berbagai fenomena yang 

muncul selama proses pelayanan berlangsung. 

Selain observasi, penelitian ini juga menggunakan 

teknik wawancara sebagai sarana memperoleh informasi 

secara mendalam. Wawancara dilakukan secara langsung 

dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

disusun sebelumnya. Informan dalam penelitian ini terdiri 

atas Camat Hamparan Rawang, Kepala Seksi Pelayanan 

Umum, pegawai yang bertugas sebagai penyedia layanan, 

serta masyarakat yang menerima pelayanan. Melalui 

wawancara tersebut, peneliti memperoleh data mengenai 

persepsi, pengalaman, serta penilaian informan terhadap 

kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kantor 

kecamatan. 

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah 

dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian, seperti profil instansi, struktur organisasi, 

standar pelayanan, arsip pelayanan, foto kegiatan, laporan 

pelaksanaan pelayanan, dan dokumen pendukung lainnya. 

Data dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan 

memperkuat informasi yang diperoleh melalui observasi 

dan wawancara sehingga hasil penelitian menjadi lebih 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak 

proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahap 

pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, 
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memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan 

data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus 

penelitian. Pada tahap ini, data yang dianggap relevan 

dipertahankan, sedangkan data yang tidak berkaitan dengan 

tujuan penelitian disisihkan. 

Tahap kedua adalah penyajian data (data display). 

Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan 

dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun matriks 

sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan 

antar data dan menemukan pola-pola tertentu yang 

berkaitan dengan kualitas pelayanan publik di Kantor 

Camat Hamparan Rawang. Penyajian data dilakukan secara 

sistematis agar informasi yang diperoleh dapat dipahami 

dengan jelas dan mudah dianalisis. 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi 

terhadap seluruh data yang telah dianalisis untuk 

memperoleh temuan penelitian. Kesimpulan yang 

dihasilkan kemudian diverifikasi secara terus-menerus 

dengan membandingkan berbagai sumber data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas 

yang tinggi sehingga dapat menggambarkan kondisi 

kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Hamparan 

Rawang Kota Sungai Penuh secara objektif dan terpercaya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian mengenai kualitas pelayanan publik di 

Kantor Camat Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan SERVQUAL 

yang terdiri atas lima dimensi, yaitu Tangibles (bukti 

fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya 

tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati). 

Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan 

aparatur kecamatan dan masyarakat, serta dokumentasi 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik. 

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum pelayanan yang 

diberikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu 

ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat secara 

optimal. 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Dimensi SERVQUAL di Kantor 

Camat Hamparan Rawang 

No Dimensi Temuan Utama Kategori 

1 Tangibles 

Fasilitas pelayanan 

cukup memadai, 

ruang tunggu 

tersedia, namun 

masih perlu 

peningkatan sarana 

pendukung 

Baik 

2 Reliability 

Pelayanan 

administrasi 

berjalan sesuai 

prosedur dan relatif 

tepat waktu 

Baik 

3 Responsiveness 

Pegawai cukup 

cepat merespons 

kebutuhan 

masyarakat 

Baik 

4 Assurance 

Pegawai 

memberikan 

informasi yang 

jelas dan sopan 

Baik 

5 Empathy 

Pegawai 

menunjukkan sikap 

ramah dan tidak 

diskriminatif 

Sangat 

Baik 

 

Pada dimensi Tangibles (bukti fisik), hasil observasi 

menunjukkan bahwa Kantor Camat Hamparan Rawang 

telah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung 

proses pelayanan masyarakat. Tersedianya ruang 

pelayanan, meja pelayanan, ruang tunggu, papan informasi, 

serta fasilitas pendukung lainnya memberikan kenyamanan 

bagi masyarakat yang datang mengurus administrasi. 

Namun demikian, beberapa masyarakat masih 

mengharapkan adanya peningkatan fasilitas seperti 

penambahan kursi tunggu, pemanfaatan teknologi informasi 

yang lebih modern, serta penyediaan media informasi 

digital agar proses pelayanan menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

Dimensi Reliability (keandalan) menunjukkan 

bahwa pegawai kecamatan mampu melaksanakan 

pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menilai bahwa 

penyelesaian dokumen administrasi seperti surat 

keterangan, rekomendasi, dan berbagai pelayanan lainnya 

umumnya dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Selain itu, pegawai dinilai cukup teliti dalam memproses 

dokumen sehingga kesalahan administrasi relatif jarang 

terjadi. Keandalan ini menjadi salah satu faktor penting 

yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan. 

 

Tabel 2. Hasil Wawancara Masyarakat terhadap Kualitas 

Pelayanan 

Aspek Penilaian 
Tanggapan 

Masyarakat 

Kecepatan pelayanan 
Cukup cepat dan sesuai 

prosedur 

Keramahan pegawai Baik dan sopan 

Kemudahan memperoleh 

informasi 
Mudah dipahami 

Kenyamanan fasilitas Cukup memadai 

Kepuasan secara umum Puas 

 

Pada dimensi Responsiveness (daya tanggap), 

pegawai Kantor Camat Hamparan Rawang dinilai memiliki 

kesigapan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa pegawai 

berusaha memberikan bantuan dan penjelasan secara 

langsung ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam 

melengkapi persyaratan administrasi. Selain itu, masyarakat 

yang mengajukan pertanyaan atau keluhan memperoleh 
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tanggapan yang cukup cepat. Meskipun demikian, pada 

waktu-waktu tertentu ketika jumlah masyarakat yang 

datang meningkat, kecepatan pelayanan mengalami sedikit 

penurunan karena keterbatasan jumlah pegawai yang 

bertugas. 

Selanjutnya, pada dimensi Assurance (jaminan) 

ditemukan bahwa aparatur kecamatan memiliki kompetensi 

yang cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Pegawai mampu menjelaskan prosedur 

pelayanan dengan bahasa yang mudah dipahami serta 

memberikan kepastian mengenai persyaratan dan waktu 

penyelesaian dokumen. Sikap sopan, ramah, dan 

profesional yang ditunjukkan oleh pegawai turut 

meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan. Kondisi ini sejalan dengan 

prinsip pelayanan publik yang menekankan pentingnya 

kepastian, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. 

Dimensi Empathy (empati) menjadi salah satu aspek 

yang memperoleh penilaian paling positif dari masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara, pegawai kecamatan dinilai 

mampu memberikan perhatian yang baik kepada 

masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, 

ekonomi, maupun pendidikan. Pegawai juga bersedia 

memberikan penjelasan secara berulang apabila masyarakat 

belum memahami prosedur pelayanan. Sikap ramah dan 

komunikatif tersebut menciptakan hubungan yang harmonis 

antara aparatur pemerintah dan masyarakat sehingga 

meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

yang diterima. 

 

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan 

Publik 

Faktor Pendukung Faktor Penghambat 

Komitmen pegawai 

dalam melayani 

masyarakat 

Keterbatasan jumlah 

pegawai 

Adanya standar 

pelayanan yang jelas 

Sarana teknologi 

informasi masih terbatas 

Dukungan pemerintah 

daerah 

Lonjakan jumlah 

masyarakat pada waktu 

tertentu 

Hubungan baik antara 

pegawai dan masyarakat 

Beberapa fasilitas 

pelayanan perlu 

ditingkatkan 

 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, kualitas 

pelayanan publik di Kantor Camat Hamparan Rawang dapat 

dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari kemampuan 

aparatur dalam menjalankan pelayanan sesuai standar 

operasional prosedur, memberikan respons yang cepat 

terhadap kebutuhan masyarakat, serta membangun 

hubungan yang harmonis dengan pengguna layanan. 

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan 

publik telah mengarah pada prinsip-prinsip good 

governance yang menekankan efektivitas, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek 

yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan di masa mendatang. Upaya yang dapat dilakukan 

antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

melalui pelatihan pelayanan prima, penguatan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pelayanan administrasi, 

penambahan sarana dan prasarana pelayanan, serta 

peningkatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. 

Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan Kantor 

Camat Hamparan Rawang dapat memberikan pelayanan 

yang semakin berkualitas, cepat, transparan, dan mampu 

memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis 

Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Hamparan 

Rawang Kota Sungai Penuh.”dapat disimpulkan bahwa 

Kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Hamparan 

Rawang secara umum berada pada kategori cukup baik, 

meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada 

beberapa aspek pelayanan. Berdasarkan analisis 

menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan menurut 

Parasuraman (SERVQUAL), 

Kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Hamparan 

Rawang secara umum tergolong cukup baik. Dari dimensi 

Tangibles, sarana dan prasarana pelayanan sudah memadai, 

meskipun fasilitas digital masih perlu ditingkatkan. Dari 

Reliability, pelayanan telah dilaksanakan secara tepat dan 

sesuai prosedur. Dari Responsiveness, pegawai cukup 

tanggap dalam membantu masyarakat, walaupun terkadang 

terjadi keterlambatan. Dari Assurance, aparatur telah 

memberikan pelayanan yang sopan, aman, dan 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sementara dari 

Empathy, pegawai menunjukkan sikap ramah, adil, dan 

peduli terhadap kebutuhan masyarakat. 

Secara keseluruhan, kinerja pegawai Kantor Camat 

Hamparan Rawang telah sesuai dengan prinsip pelayanan 

publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009. Peningkatan ini tidak hanya memperbaiki 

aspek administratif, tetapi juga memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap aparatur pemerintahan. 

Dalam proses penelitian di Kantor Camat Hamparan 

Rawang, penulis juga menemukan beberapa hambatan, 

khususnya terkait mekanisme pelayanan administrasi. 

Proses pengurusan surat masih dirasakan lambat dan 

berbelit-belit karena harus melewati prosedur tambahan di 

Kesbangpol sebelum dapat diselesaikan di tingkat 

kecamatan. Kondisi ini tidak hanya memperpanjang waktu 

pelayanan, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi 

masyarakat yang membutuhkan layanan cepat. Hambatan 

tersebut menunjukkan bahwa meskipun kinerja pegawai 

telah mengalami peningkatan, masih terdapat aspek 

birokrasi yang perlu disederhanakan agar pelayanan publik 

lebih efisien dan sesuai dengan prinsip good governance. 

 

Saran 

Meskipun kualtias pelayanan publik telah 

menunjukkan hasil yang baik, peningkatan kualitas 

pelayanan publik harus tetap dilakukan secara berkelanjutan 

karena sifatnya dinamis dan terus berkembang. Beberapa 

saran yang dapat dipertimbangkan antara lain: 
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1. Mempertahankan disiplin pegawai melalui 

pengawasan rutin dan pemberian penghargaan bagi 

yang berprestasi. 

2. Mengembangkan inovasi berbasis teknologi, seperti 

pelayanan digital dan sistem antrian online, untuk 

mempercepat proses pelayanan. 

3. Meningkatkan fasilitas pelayanan publik, termasuk 

ruang tunggu yang lebih nyaman, sarana bagi 

kelompok rentan, serta peralatan administrasi yang 

modern. 

4. Memberikan pelatihan berkala, khususnya terkait 

komunikasi publik, pelayanan prima, dan 

pemanfaatan teknologi informasi. 

5. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui 

media informasi yang mudah diakses, baik secara 

fisik maupun digital. 

6. Mendorong partisipasi masyarakat melalui forum 

diskusi, kotak saran, dan keterlibatan aktif dalam 

proses perencanaan pelayanan. 

7. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus 

diarahkan pada analisis perbandingan antar-

kecamatan atau evaluasi berbasis persepsi 

masyarakat yang lebih luas, sehingga dapat 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai 

faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan 

publik di tingkat daerah. 

Dengan implementasi saran tersebut secara konsisten, 

Kantor Camat Hamparan Rawang berpotensi menjadi 

model pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, 

serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. 
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